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SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 42 TAHUN 2019
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

bahwa agar pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2020 dapat berjalan efektif,
efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan
maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2020;

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah:;

Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan
Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah
Swatantra Tingkat Il Semarang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286|;

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat I[I Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3079];

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3500);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663),;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4963);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun
2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 122);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman = Pengelolaan  Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka  Panjang  Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor
3 Seri E Nomor 3};
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Menetapkan :

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 28};

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomeor
14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD} Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor
5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor
2);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun
2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1});

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor
15);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20),

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun 2019
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 Nomor  J;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA  KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN
2020.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1:
2.

10.

L.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Semarang.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistemm dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-=Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati Semarang vang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah
Kabupaten Semarang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang yang selanjutnya
disingkat DPRD Kabupaten Semarang adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu
Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.

Badan Keuangan Daerah vang selanjutnyva disingkat BKUD adalah Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Semarang.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah vyang
selanjutnya disingkat BARENLITBANGDA adalah Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Semarang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD
serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk
periode 20 (dua puluh) tahun, merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan
Program Daerah Kabupaten Semarang untuk periode Tahun 2005-2025.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan
serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
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Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara vang selanjutnya disingkat PPAS
merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada setiap PD untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh PD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah.

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau
kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil,
manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja
suatu kegiatan.

Produk Domestik Regional Bruto yang selanjutnya disingkat PDRB adalah
produk domestik bruto dari bagian wilayah yang merupakan agregasi dari
Nilai Tambah Bruto (NTB) dari semua unit produsen residen di suatu
region.

Pasal 2

RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1)

(2)

BAB II
PELAKSANAAN RKPD

Pasal 3

RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2020, memuat rancangan kerangka
ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja
yvang terukur beserta pendanaannya, baik vang dilaksanakan langsung oleh
Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.

Rencana kerja vang terukur beserta pendanaannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat bersumber dari :

APBD;

APBD Provinsi;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan

masyarakat.

P oo o

Pasal 4

RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (1) menjadi pedoman bagi :

a.

b.

Pemerintah Daerah dalam menyusun KUA/PPAS dan Rancangan APBD
Kabupaten Semarang Tahun 2020; dan
PD dalam menyusun Rencana Kerja PD Tahun 2020.



Pasal 5

(1) PD membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan
rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan
dan indikator kinerja masing-masing program/kegiatan.

(2) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis
dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh PD
yang bersangkutan.

(3) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada
Bupati melalui Kepala BARENLITBANGDA paling lambat 14 (empat belas)
hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

BAB 111
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 20 -06 - 2019

BUPATI SEMARANG,
ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 26 -06- 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

LAY i I j

- -

. !

N .
WEANTM aa/ KARTIKA
NIP. 19690113 199303 2 005



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 43z TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG
Perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020

atau dikenal dengan sebutan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), merupakan
penjabaran dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 dalam rangka mewujudkan wisi
pembangunan * Peneguhan Kabupaten Semarang yvang Maju, Mandiri, Tertib dan
Sejahtera (MATRA II)".

RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2020 merupakan Percncanaan Tahun Keempat
RPIJMD Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021, dengan Agenda Tahunan Tahun 2020
adalah Pemantapan Pilar-pilar Bangunan MA.JU MATRA dengan prioritas:

Peningkatan Daya Saing Ekonomi;

Peningkatan kelestarian lingkungan hidup;

Peninglatan partisipasi dan pemberdayaan masyaralat;

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan perwujudan kepastian hukum,

po oo op

Didukung dengan:

1} Pemantapan kualitas pemenuhan standar pelayanan dasar pendidikan, kesehatan,
pekerjaan umum, serta perumeahan rakyat dan kawasan permukiman;

2) Penataan ruang yang berkualitas dan berkelanjutan;

3] Pemantapan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

4] Peningkatan pelayanan dan perlindungan sosial vang komprehensif;

5) Pemantapan akses dan kualitas pelayanan publik;

6] Pemantapan strulttur ekonomi dan pemantapan penghidupan yvang berkelanjutan
melalui pengembangan mata pencaharian penduduk dan pembangunan sistem
pendukung penghidupan masyarakat melalui kemudahan akses pasar dan

permodalan; serta

7) Pemantapan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun
melalui 4 pendekatan, yaitu: (1) Pendekatan Teknokratis merupakan penvusunan
dokumen perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka
berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah; (2)
Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang
berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan untuk mendapatkan aspirasi dan
menciptakan rasa memiliki; (3] Pendekatan Politis merupakan proses penvusunan
dokumen perencanaan berdasarkan Visi, Misi, dan Program yang ditawarkan calon
Kepala Daerah terpilih selama kampanye; (4] Atas Bawah dan Bawah Atas adalah
perencanaan yang hasilnya diselaraskan melalui musyawarah vang dilaksanakan mulai
dari Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional, sehingga tercipta
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sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan
rencana pembangunan daerah.

Rencana pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2020 dituangkan dalam
RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2020 wang merupakan penjabaran RPJMD
Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021, sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daecrah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021, serta RFRJMD Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2023, kebijakan Pemerintah Pusat, dinamika lingkungan strategis yang
berkembang dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2020 berlandaskan padaUndang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah; Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyvusunan, Pengendalian
dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Fembangunan Daerah
Kabupaten Semarang. Secara  teknis, tahapan dan prosespenyvusunan REKPD
memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2020dimulaidari tahap
pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat
Daerah (PD], penyusunan Rancangan RKPD (Rancangan RKPD menjadi pedoman PD
untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) PD), pelaksanaan Musrenbang
RKPD Tingkat Kabupaten, memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD,perumusan
rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD,

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk janglka walttu 1 [satu) tahun. RKPD
Kabupaten Semarang Tahun 2020 menjadi pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran
Tahun 2020, sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Semarang Tahun
2020. Selain itu, EKPD juga akan digunakan sebagai instrument dalam melakukan
evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah,

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Landasan hukum penyusunan RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2020 adalah
sebagai berilkut:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah
Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah
Tingkat Il Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat 1l Semarang
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 457 5);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung-
jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Ralyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4963);
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14,

15.

16.

17.

18.

19.

20,

21.

22,

23,

24,

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang PerangkatDaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S887);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara kepublik Indonesia Tahun 2017 Nomeor 106, Tambahan Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tashun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomeor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka
Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 122);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 3);

Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Fengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara
Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiPembangunan Daerah, Tata Cara
EvaluasiRancangan PeraturanDaerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sertaTata
Cara Perubahan FRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
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25.

26.

27,

28.

29,

30.

31,

32,

33.

34.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah [RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor
3);

Peraturan Daerah Provinsi.Jawa Tengah Nomor & Tahun 2010 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 {Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 28);

Peraturan Daerah ProvinsiJawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentangRencana
Pembangunan JangkaMenengah Daerah ProvinsiJawa Tengah Tahun 2018-2023
{Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor5);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor
13);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-
2025 [Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang [(Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021
{(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 20];

Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Rincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten
Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 52).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

EKPD} Kabupaten Semarang Tahun 2020 merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan yang lain dan saling berhubungan

dengan pola hubungan adalah sebagai berikut:
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1. EKPD Kabupaten Semarang Tahun 2020 memuat tujuan, sasaran dan prioritas
pembangunan Tahun 2020 yang berpedoman pada RPJPD Kabupaten Semarang
Tahun 2005-2025 Tahap 1V (2020-2024) dan RPJMD Kabupaten Semarang Tahun
2016-2021;

2. RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2020, memperhatikan Arah Kebijakan dan
Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020;

3. RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2020 mempertimbangkan arah pembangunan
kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029dan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud disusunnya RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2020, adalah untuk:
1. Memberikan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2020,

.

Menetapkan program prioritas untuk  selurubh urusan penyelenggaraan
pemerintahan dalam rangka mecapai target REJMD Tahun 2016-2021

Sedangkan tujuan disusunnya RKPD Tahun 2020 adalah untul :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam
melaksanakan pembangunan guna mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah.

2. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan
oleh seluruh OPD di lingkungan Kabupaten Semarang yang tertuang dalam rencana
kerja (RENJA) Tahun 2020,

3. Memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menentukan dan
menetapkan program dan prioritas pembangunan Tahun 2020.

4. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan
Flafon Anggaran Sementara (PPAS] Tahun 2020 schagai dasar penyusunan
Rancangan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020

1.5. SISTEMATIEA DOKUMEN RKEPD
RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai
berikut:
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan Antar Dokumen
1.4, Maksud dan Tujuan
1.5. Sistematika Dokumen RKPD
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Gambaran Umum Daerah
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
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2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
2.2, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun
Berjalan dan Realisasi RFJMD
2.3, Permasalahan Pembangunan Daerah
2.3.1. Permasalahan Daerah vang berhubungasn dengan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaran Urusan Pemerintah
Daerah
BAB M. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Dacrah
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.2, Prioritas dan Sasaran Pembangunan
BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BABVILPENUTUP

1.6. KAIDAH PELAKSANAAN

1. RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2020 merupakan rencana kerja pemerintah
selama satu tahun dengan mendasarkan permasalahan, tantangan dan peluang,
potensi yang tersedia, prioritas, target dan capaian vang telah ditetapkan.

2. Berdasarkan Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 343,
perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun
berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan
meliputi:

a. Perkembangan vyang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan
Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana
programdan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan untuk tahun berjalan; dan

c. Penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam
RKPD akibat terdapat kebijakan Nasional atau Provinsi, keadaan darurat,
keadaan luar biasa; dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.
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BAB VII
PENUTUP

RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2020 merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari dokumen-dokumen perencanaan yang lain baik perencanaan tingkat Pusat, Provinsi
maupun tingkat Perangkat Daerah (PD). Oleh karena itu, dalam penyusunannya telah
diselaraskan dengan dokumen yang ada pada tingkatan tersebut.

Penyusunan RKPD juga telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,
schingga pendanaannya selain melalui APBD Kabupaten Semarang, juga didanai dari APBD
Provinsi | BantuanKeuangan) maupun APBN(DAK).

Keberhasilan pelaksanaan RKPD dalam menjawab tantangan dan permasalahan tidak
hanya ditentukan oleh jajaran pemerintah, namun sangat membutuhkan dukungan
masyarakat untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.Oleh karena itu,
upayva mendorong partisipasi masvarakat menjadi hal yang sangat penting yang harus
dilakukan oleh PerangkatDaerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing,

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapal sasaran-sasaran
pembangunan yvang tertuang dalam RKPD Tahun 2020, Perangkat Daerah dan Pemerintah
Desa wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan
partisipasi.

Pelaksanaan kegiatan dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran
pemerintah dan pelayanan umum, mensyvaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar
kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar
Instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-
masing Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilanpelaksanaan program/kegiatan scbagaimana tertuang dalam REKPD
Kabupaten Semarang Tahun 2020 merupakan komitmen seluruh pemangku kepentingan
dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan pencapaian cita-cita pembangunan
Kabupaten Semarang yang tercantum dalam Visi RPFJMD Kabupaten Semarang Tahun 2016-
2021, yakni *Peneguhan Kabupaten Semarang vang Maju, Mandiri, Tertibdan Sejahtera
(MATRA II)”.

BUPATI SEMARANG,
ttd.

MUNDJIRIN
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